
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggugjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang _ 
p Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

". DP  0/,f 'RAKARSA Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

t
legara Republik Indonesia Nomor 4355); 

bridang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

11---Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

----  Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
-Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesian Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Nomor 18); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2017 Nomor 32); 

23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
6402); 

25. Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 
Nomor 10) 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2020. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 141.663.783.904,02 
2. Dana Perimbangan Rp. 1.141.031.193.283,00 
3. Lain-lain Pendapatan 

yang sah 
Rp. 199.980.729.851,00 

b. 
Jumlah Pendapatan 

Belanja 
Rp. 1.482.675.707.038,02 

1. Belanja Tidak Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 475.495.205.400,00 
b) Belanja Bunga Rp. 0,00 
c) Belanja Subsidi Rp 0,00 
d) Belanja Hibah Rp 60.190.343.687,00 
e) Belanja Bantuan Rp 6.678.000.000,00 

Sosial 
f) Belanja Bagi Hasil Rp. 5.379.531.379,00 
g) Belanja Bantuan Rp 248.690.182.118,00 

Keuangan 
h) Belanja Tidak Rp. 45.876.449.207,00 

Terduga 
Rp. 842.309.711.791,00 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai Rp. 98.178.123.139,00 
b) Belanja Barang dan Rp. 300.840.069.422,00 

Jasa 
c) Belanja Modal Rp. 139.566.307.322,00 

Rp. 538.584.499.883,00 
Jumlah Belanja Rp. 1.380.894.211.674,00 

c. 

Surplus /(Defisit) 

Pembiyaan 

Rp. 101.781.495.364,02 

1. Penerimaan Rp. 20.472.938.118,74 
2. Pengeluaran Rp. 0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 20.472.938.118,74 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan 

Rp. 122.254.433.482,76 
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Ditetapkan di Kotabaru 
ada tanggal 5 Agustus 2021 

BUPATI KOTABARU, 

• 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. 

PAKAF 

N.R,BAG. HUM:I!!! 
T -7" 

MANO•••••••••••••••• 

S ED J FAR 

Diundangkan di Kotabaru 
pad tanggal 5 Agustus 2021 

S \RET • RIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

SAID AKHMAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU 
TAHUN 2021 NOMOR 19 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

